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ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN



POTENSI MASALAH

PENYEBAB KORUPSI

CORRUPTION 

HAZARDS

TINDAK PIDANA KORUPSILokasi:
• Pemasok anggaran
• Pengguna anggaran
• Disparitas

pendapatan

Manusia:
• Berjiwa korup

Barang:
• Aset negara
• Barang sitaan

Kegiatan:
• PBJ
• Perizinan
• Pelayanan publik

Masalah:
• Sistem
• Kesejahteraan
• Penghasilan
• Moral
• Kontrol
• Budaya taat

hukum
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Sumber: ICW, Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019

DATA KORUPSI DI INDONESIA
Berdasarkan Sektor

No Keterangan Jumlah
Nilai Kerugian

Negara
Nilai Suap Nilai Pungli

Nilai Pencucian
Uang

1 Pendidikan 18 Rp38,3 miliar - - -

2 Kesehatan 11 Rp23,1 miliar Rp50 juta Rp171 juta -

3 Sosial Kemasyarakatan 9 Rp8,2 miliar - Rp110 juta -

4 Ketenagakerjaan 7 Rp1,2 miliar Rp695 juta Rp260 juta -

5 Perdagangan 6 Rp2,7 miliar Rp3,2 miliar - -
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Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com



FENOMENA KORUPSI

MASALAH BESAR DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA & SISTEM PEMERINTAHAN
DI INDONESIA ADALAH KORUPSI BAIK DI PUSAT MAUPUN DAERAH

Korupsi telah merasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, sehingga membawa bencana
terhadap kehidupan perekonomian nasional & kehidupan berbangsa dan bernegara pada
umumnya serta pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak ekonomi masyarakat &
menghambat pembangunan nasional

1. Melemahnya sendi-sendi
perekonomian Nasional, karena
negara tidak kuasa menjamin
kehidupan ekonomi, kesehatan, 
kualitas hidup yg layak.

2. Melemahkan rasa keadilan, 
sosial dll

1. Menurunkan kualitas hidup masyarakat
2. Mempengaruhi kualitas tatanan sosial

masyarakat
3. Menurunkan nilai demokrasi
4. Melemahkan penegakan hukum
5. Ekonomi biaya tinggi
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TP Korupsi (UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001)
• Delik Merugikan Keuangan Negara Dan Atau

Perekonomian Negara. Psl 2 Ayat (1) Dan Psl 3

• Delik : Suap Menyuap Pasal 5 Ayat (1) A,b (2) ; Psl 6 (1) 
A,b (2) ; Psl 11 ; Psl 12 A, B, C, D ; Psl 13

• Delik Penggelapan Dalam Jabatan Psl 8 ; Psl 9 ; Psl 10 A, 
B, C

• Delik Pemerasan Dalam Jabatan Psl 12 E , F , G

• Delik Perbuatan Curang Psl 7 (1) A, B, C, D , (2) ; Psl 12 H

• Delik Benturan Kepentingan Dlm Pengadaan (Psl 12 I)

• Delik Gratifikasi (Psl 12 B Jo 12 C)
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KUH Pidana

▪ Pasal 368 (Pemerasan) ancm 9 Tahun
▪ Pasal 372 (Penggelapan) ancm 4 Tahun
▪ Pasal 378 (Penipuan) ancm 4 Tahun

UU No. 11 Tahun 1980 (TP Suap)

Pasal 3 (penerima Suap) Anc 3 Thn

DELIK KORUPSI



CORRUPTION HAZARDS

TINDAK PIDANA KORUPSI

11

Bentuk:
1. Mark Up
2. Bukti Fiktif
3. Gratifikasi

Suap/Gratifikasi dalam
pelaksanaan tugas pelayanan
publik : Anggaran/hibah/DAK 
diperoleh dengan cara ‘beli’, jual
beli bangku PPDB & perpindahan
sekolah

MODUS KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN



FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL
Pasal 196 Permendikbud 45 Tahun 2019

a

c

b

e
Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di 

lingkungan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan;

Penyusunan laporan hasil pengawasan di 

lingkungan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan;

Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap

kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan 

tertentu atas penugasan Menteri;

Pelaksanaan pengawasan teknis bidang 

pendidikan dan kebudayaan di daerah; 

d

f
Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; 

dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Menteri

g
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KEBIJAKAN PENGAWASAN ITJEN

Audit kinerja program berkelanjutan dan Audit kinerja Entitas (Aspek
Tusi, SDM, Keuangan, dan Sarpras)

Audit Investigasi dan Penemuan Fakta (Fact Finding)

Audit
Audit Kinerja

Audit Tujuan Tertentu

Reviu atas aspek keuangan tertentu

Reviu aspek kinerja tertentu

P
en

ja
m

in
an

Reviu
Reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran

Reviu atas Laporan Keuangan
Reviu LK Eselon I, Reviu LK Kementerian, Reviu PIPK Eselon I, dan Reviu

PIPK Kementerian

Reviu RKA-KL semua Satker

Reviu RK BMN Eselon I

Reviu LAKIP Eselon I dan Kementrian
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KEBIJAKAN PENGAWASAN ITJEN
P

en
ja

m
in

an

Pemantauan Tindak lanjut Rekomendasi hasil pengawasan internal dan
eksternal, Pemantauan Tindak lanjut rekomendasi hasil audit investigasi 

Itjen Kemendikbud

Pemantauan pelaksanaan program yang sedang berjalan, Pemantauan 
dana transfer daerah, dan Pemantauan satker berpredikat ZI-WBK 

WBBM

Pemantauan

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan

Pemantauan terhadap pelaksanaan
program
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Evaluasi dan penilaian atas efektivitas
manajemen risiko

Evaluasi

Evaluasi ZI-WBK

Evaluasi dan penilaian atas efektivitas
penerapan sistem pengendalian intern

Evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi 
Pemerintah

Evaluasi akuntabilitas Penyelenggaraan
Pendidikan di Daerah 

Evaluasi manajemen risiko Unit Utama dan Satker

Evaluasi SPIP Unit Utama dan Satker

Evaluasi SAKIP 

Evaluasi ZI-WBK

Evaluasi Penggunan Dana Transfer Daerah, Evaluasi Kepatuhan NSPK oleh
Pemerintah Daerah, dan Evaluasi Kepatuhan NSPK oleh Perguruan Tinggi



KEBIJAKAN PENGAWASAN ITJEN

K
o

n
su

lt
an

si

Pengawasan
Lainnya

Asistensi

Fasilitasi

Pendampingan pelaksanaan program  yang sedang berjalan, 
Pendampingan Penguatan SPI Satker/UPT, dan Pendampingan 

penerapan SPIP.

Pencegahan Kecurangan (Fraud), Pembudayaan Antikorupsi 
dan Sinergitas dengan APH.
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TERIMA KASIH
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